
 

 

 
BUPATI CIAMIS 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS 

NOMOR   12   TAHUN 2014 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  

NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 

DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2005-2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI CIAMIS, 
 

Menimbang : a. bahwa sebagai landasan, arah dan prioritas pembangunan 

jangka panjang daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat 

Kabupaten Ciamis yang maju, mandiri dan sejahtera, telah 

ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025; 

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di 

Provinsi Jawa Barat, dan sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah, dalam hal terjadinya 

perubahan yang mendasar, Rencana Pembangunan Daerah 

dapat diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf b, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu untuk ditinjau dan disesuaikan kembali 

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 
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14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang  Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor  33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4700); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363); 

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang  

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,  

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4833); 

22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan; 

23. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana 

Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4833); 
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, 

dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 

tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 

Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran 

Daerah Nomor 87); 

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 

Nomor 86); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten 

Ciamis Tahun 2008 Nomor 13); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) 

sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis 

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis 

Tahun 2013 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Ciamis Nomor 25); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 11); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis 

Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 

2012 Nomor 15). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS 

 

dan 

 

BUPATI CIAMIS 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 1 TAHUN 

2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 

DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2005-2025. 

 

Pasal  I 
 

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 

2005-2025, diubah untuk kedua kalinya, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

 

Pasal 5 

(1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun berdasarkan 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, dasar hukum 

penyusunan, hubungan antar dokumen Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, 

sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan. 

BAB II  GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar 

analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek 

geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. 

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 

Bab ini menyajikan isu-isu strategis meliputi permasalahan daerah 

dan isu strategis. 

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH  

Bab ini membahas tentang visi dan misi pembangunan Kabupaten 

Ciamis serta maknanya. 

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  

Bab ini menguraikan sasaran pokok pembangunan jangka panjang 

daerah berdasarkan setiap misi untuk merumuskan arah 

kebijakan, pentahapan pembangunan 5 (lima) tahun selama 20 

(duapuluh) tahun dan prioritas masing-masing tahapan. 
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BAB VI  KAIDAH PELAKSANAAN 

Bab ini menguraikan langkah-langkah pelaksanaan dari visi, misi 

dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah. 

BAB VII PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis yang akan dijadikan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan selama Tahun 

2005-2025. 
 

(2) Isi beserta uraian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis. 

 

 

Ditetapkan di Ciamis 

pada tanggal 25 Juli 2014 
 

BUPATI CIAMIS, 
 

Cap/ttd 
 

 

H. IING SYAM ARIFIN 

 

Diundangkan di Ciamis 

pada tanggal 25 Juli 2014  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, 

 

Cap/ttd 

 

H. HERDIAT S. 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT: 

(NOMOR 117/2014) 

 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 
 

AEP SUNENDAR, SH., MH. 
NIP. 19621018 198303 1 005 
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PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS 
 

NOMOR  12  TAHUN 201411 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  

NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 

DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2005-2025  

 
I. UMUM 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Ciamis telah dilakukan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten 

Ciamis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025. Hal yang 

mendasari perubahan tersebut adalah bahwa berdasarkan hasil pengendalian 

dan evaluasi menunjukkan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 baik substansi maupun 

sistematikanya belum mengikuti tatacara berdasarkan Pasal 282 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selain 

itu terjadi perubahan yang mendasar, mencakup perubahan kebijakan nasional 

yang ditunjukkan dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional 2010-2014 dan perubahan kebijakan pembangunan 

Provinsi Jawa Barat dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. 

Selanjutnya pada Tahun 2012 dibentuk Kabupaten Pangandaran hasil 

pemekaran dari Kabupaten Ciamis berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa 

Barat. Hal ini akan berdampak terhadap berbagai kebijakan yang telah 

ditetapkan termasuk kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang 

Kabupaten Ciamis sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Ciamis Nomor 16 Tahun 2012. Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa 

Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal terjadi perubahan yang 

mendasar termasuk perubahan geografis. Berdasarkan pertimbangan tersebut 

maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 

2005-2025 perlu diubah kembali dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Cukup jelas. 

Pasal II 

Cukup jelas. 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 12 


